
 

 

 
 
 
 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 
NOMOR   61   TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
Menimbang  :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 
dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota 
Banda Aceh; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

 

5. Undang… 

SALINAN 

 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 649); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 

Nomor 08); 

14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 

(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 57); 
  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA  TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA 
ACEH. 

 

BAB… 



BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota Banda Aceh. 

6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan diterima oleh Pemerintah Kota Banda Aceh 

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan 
Pemerintah Kota Banda Aceh lainnya, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 
7. Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat pengguna 
informasi. 

8. Pengelolaan informasi adalah proses persiapan, layanan, dan 
pendokumentasian informasi publik untuk memastikan 

terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik. 
9. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, 

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara 

untuk bahan informasi publik baik tercetak, terekam maupun 
elektronik. 

10. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi 
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi 

serta kategori informasi. 
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam 

pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang 
terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana.  

12. Atasan PPID adalah pejabat  yang merupakan atasan PPID 
Utama. 

13. PPID Utama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi yang dijabat oleh Pejabat Eselon II Bidang 
Informasi dan Komunikasi. 

14. PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi yang berada pada OPD. 

15. Tim Pertimbangan adalah pejabat yang memberikan 
pertimbangan pada uji konsekuensi informasi yang dikecualikan 
dan pada proses penyelesaian sengketa informasi publik. 

16. Komisi Informasi Aceh adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan undang-undang  dan peraturan pelaksanaannya, 

juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi 
publik di Aceh. 

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah pedoman bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota 
Banda Aceh dalam memberikan pelayanan informasi publik. 

18. Daftar… 



18. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah 

catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh 
Informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah 

penguasaan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak termasuk 
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 

19. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara, dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi 

publik. 
20. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan 

penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul 

apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik 
yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu 

informasi publik. 
21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara 

badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau 
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik   

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi PPID Kota 
dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi dan 

dokumentasi. 

Pasal 3 

Tujuan SOP adalah: 
a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai implementasi dari keterbukaan 

informasi publik; dan 
b. terciptanya pengelolaan dan pelayanan informasi dan 

dokumentasi yang baik di lingkungan Pemerintah Kota. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi meliputi: 
a. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 

b. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi; 
c. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; 

d. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 
e. SOP Pengujian tentang Konsekuensi; 

f. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 
g. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan; dan 
h. SOP Pelaporan dan Evaluasi. 

 

 

 

 

BAB … 



 

BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 5 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 
Kota. 

 

Pasal 6 
 

SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Banda Aceh. 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal  16  Agustus     2021 M 
                        7 Muharram  1443 H   
 
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

CAP/DTO 
 

AMINULLAH USMAN 
 

 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal  16  Agustus     2021 M 
                        7 Muharram  1443 H   

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 
 
     CAP/DTO 

            
                             AMIRUDDIN 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 61 
 

 


